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o

GUBERNUR GORCONTALG,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Goroantalo
Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat, maka unfuk

palaksanaannya perlu adanya aturan pelaksanaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontaio Nomor 10

Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat;

Undang-Undang “Nomor 1 Tahun 1974 ‘tentang Perkawin.an
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019),

Undang-Undang Nomior § Tahun 1981 tentang Hukum Acor.
Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomn

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209),



‘.J)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
{Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1992 Nomor 109,
Tambakan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Repubrk Indonesia Nomor 36713;
Undang{lndang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republk Indones:a Tahun 1997 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Repubﬁk Indonesxa Nomor 3698);
Undang—Unddng tomor 38 Tahun 2000 ‘tentang Pembentukan
Provinsi Gprontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4339);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);

vomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerali Otonom
{Lembaran Negara Taliun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3552).

MEMUTUSKAN -

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PELAKSANAAN
SERATURAN DAERAH PROVINST GORONTALO NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG PENCEGAHAN MAKSIAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

W

Dagrah adaiah Provinsi Gorontalo.

PememLah Daerah adalah Kepaia Dacrah beserta perangkat
daerah ofonom yang fain sebogax Badan Eksekutif Daerah Provinsi
G oronta.v.

Kepala Daerah adaleh Gubernur Corentalo.

Dowan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilarn
Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.

Maksiat - adalah - setiap perbuatan yang merusak sendi-send
kehidupan kemasyar’akatad dan melanggar norma-nornma agams,

kesusilaan dan adat, meliputi zina, pelacuran, perkosaan,

. pelecehan seksual, judi, penyalahgunaan narkoba, minuman

beratkohol, pornoaksi dan pornoarai,

Pencegahan Maksiat adalah upaya pencegahén terhadap tindakan
dan atau perbuatan maksiat.

Zina '.adaiah uperbuata’n - bersenggama  antara _laki-aki  dan
péi;‘_em‘pl;a}l yang tidak iékat oleh hubungan pernikahan.
Pelécumﬂ‘adaléh perbdafan S% komersial dengan perjanjian
yang menguntungkan kedua belah phak

Perkosaan adalah tmdakan kekerasan atau ancaman kekerasan
seorang lakt lakt memaksa feorang perempuan yang bukan

rstennya untuk melakukan persembuhan )

Y]
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Pemnikahan yang tidak sah adaiah pemikahan yang dilakukan
tidak berdasarkan hukum agama yang bersangkutan.

Pelecehan seks adalah merendahkan harkat dan martabat
seorang laki-faki atau péempua_n oleh seorang atau sekelompok
orang yang bertendensi seks di tempat umum atau tempat
tertentu.

Judi adalah kegiatan dan atau permainan dengan taruhan, baik

berupa vang, benda ataupun sejenisnya dengan cara untung-
untungan.

Penyalahgunaan narkoba adalah memakai dan atau mengedarkan

dan atau memperdagangkan dan atau menyimpan narkotika,
phsikotropika, obat-obat berbahayz dan zat adiktif lainnya yang
fidak sesuai peruntukannya.

- Minuman beratkoho! adalah minuman Yang mengandung ethanol

yang diproses dari bahan hasil pertenian yang mengandung
karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi
tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih
dahulu atay tidak menambahkan bahan lain atau tidak maupun
yang diproses qengan Cara mengenceran minuman ethanol.

Pormoaksi adalah segala tindakan, kegiatan dan atau perbuatan

VMY IO e s o

Sy R
Yaiid fHcrangsandg nafsi birahi.

Pomografi adalah penggambaran sesuatu‘dan atau tingkah laku
yang merangsang birahi, baik dengan gambar dan atau tulisan,
kecuali untuk kepentingan karya seni dan ilmu pengetahuan.

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan oleh orang untuk
dapat menginap, istirahat, memperoleh pelayanan dan atau
fasifitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan
Iamnya yang menyaty, dikelola dan dimiliki oleh pxhak yang sama.
Penatnaoan adalah bangiman dan atau rumah yang dzpergunakan

untuk mengmap selama waktu tertentu.

19, Rumah Kost adalah bangunan yang menyediakan kamar ~ kamar
untuk tempat tinggal bagi kalangan siswa, mahasiswa dan karyawan
serta masyarakat umum selama waktu tertentu.

20. Asrama adaleh bangunen tempat tinggal bagi kelumpok orang untuk
saeniara wakiu terdri atas sejumizh kamar dan dinimpin ofeh
seorang kepala asrama.

21 Restoran adalah bangunan atau tempat menjual makanan dan
minuman.

27. Kafe adalsh tempat menjual minuman dan makanan yang biasanya
disertai inusik hiburan.

23. Tempat hiburan adalah tempat untuk mielaksanakan semuz jenis
pertunjukan atau keramaian yang dapat ditonton atay dinikmati olel
setiap orang, meliputi bar, karaoke, diskotik dait pub.

4. Obyek wisata adalzh tompat orana menitmati keindahan atam dan
ingkungan.

25. Panti pijat adalah tempat yana disediakan bagi crang — orang yang
ingin dipijat.

26, Salon kecantikan adalah kamar rapi unfuk usaha kecantikan.

BAB I1
RUANG LINGKUP MAKSIAT
Pasal 2

} Ruang lingkup maksiat adalsh segala bentuk tindakan dan atau

—
i
-

perbuatan yang merusak sendi — sendi kehidupan masyarakat dan
melanggar norma-norma againa, kesusilaan dan adat, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 5.

(7} Ruang lingkup pencegaiian tnaksial adaiah segala bentuk pelarangan

S

terhadap berbagai tindakan dan atau perbuatan sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (1).



BAB I

KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Pencegahan Zina
Pasal 3

(1) Setiap laki-laki dan perempuan secara bersama — sama atau

berpasangan yang bukan suami istri, dilarang berada di tempat dan

atau wakiu fertentu yang tidak patut menurut norma agama,
kesusilaan dan adat istiadat.
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bukan istrinya, atau perempuan dengan laki-laki yang bukan
suaminya.

Pasai 4
(1) Seti il i ji
(1) 2 orang dilarang mendirikan, menyediakan, atau melakukan

praxtek — praktek pelacuran.

1
LS

(2) Setiap pemili dan atau pengelola hotel, perginapan, asrama, rumah 7

kost, dilarang menerima penyewa yang berlainan jenis kelamin
dalam satu kamar, kecuali dapat mem}nju};an surat keterangan
sehingga diyakini bahwa keduanya adalah suami istri yang sah.

(3) Pengelola dan atau penyewa hotel dan perginapan dilarang

menyediakan dan atau menm i
yeGiakan Gain aial mieimasSunnail kanag ;"}?n Yaig benainan

3

jenis kelamin ke dalam kamar.

(4) Setiap hotel dan peng_ina’pén ‘diwajibkan menyediakan kitab suci al-
quran dan kitzb - kitab suci lainnya, sajadah, dan petunjuk arah
kiblat di setiap’ kaméf

5 Pantl pijat dan safon kecanﬁkan Wa]lb memasang pintu atau Sokan

yang transparan, dan ddarang menggunakan pinlu atau sekat yang
tertutup rapat : :

BAB 1iI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
pencegahan Zina
Pasal 5

(1) Setiap oreng haus mematuhi  kewajiban untuk mencegah
terjadinya perzinaan, pemitik atau pengelola hotel, penginapan,
asramia, rumah kost, panti pijat, salon kecantikan, tempat-tempat
hiburan dan tempat wisata wajib mencegah terjadinya perbuatan
zina atau kegiatan yang mendekali zina di fingkungaiiya.

(2} Setiap orang, pribadi maupun sekelcmpok harus mentaati larangan
untuk tidak melakukan perbuaten zing ateu kegiatan yang
mendekat zina

{3) Setiap orang, pribadi atau kelompok dilarang menjadi pelindung
dalam bentuk apapun terhadap kegiatan perzinaan, baik oknum
aparatur sipil maupun militer.

(4) Setiap crang yang melihat atau mengetahui terjadinya praktek
perzinaan wajib melaporkan kepada aparat yang berwenang dan

berusahia tidak membiarkan terjadinya prakiek perzinaan tersebut.

Bagian Kedua

Pasal 6
(1) Setiap orang dilarang untuk melakukan pemukaﬁan yang tidak sah,
yaitu pe'nmahan yang tidak memenu*u ketentuan agama.
{2) Setiap pernikahan harus difakukan -oleh wali yang berhak -atau
pe]abaL yang berwenang dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama

atau catatan sipil.



Bagian Ketiga

Pencegahan Parkosaan dan Pelecchan Ssks
Pasal 7

{1} Seti;p perempuan  vang berjalan di malam hard (terutama
pukut 24.00 hingga .pukul 04.00) harus ditemani muhrimnya agar
terhindar dari bahaya perkosaan.

{2) Setiap perempuari di tempat umum wajib berbusana sopan dan
ditarang tampil dengan pakaian minim dan ketat yang merangsang
nafsu birahi agar terhindar dari pelecehan seks kecuali i terﬁpai—
tempat tertentu (kolam renang, pantai,tempat rekreast, tempat
hiburan dan tempat olah raga).

(3) Setiap orang dengan cara yang arif dan santun dapat
memperingatkan  kepada peremipuan yang dengan sergaja
melanagar ketentuan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2).

Bagian Keempat
Pencegahan Pornoaksi dan Pomografi
Pasaf 8

(1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang memperiihatkan
bagian tubuh atau melakukan adegan yang merangsang‘ nafsu
birahi kecuali untuk kegiatan olah raga, kesenian dan hiburan.

(2) Setiap orang, pribadi - atau kelompok dilarang mengedarkan
majalah, buku dan VCD porno atau sejenisnya yang identik denigan
pormografi  dikecualikan untuk tujuan pendidikan, Kesenian,
olahraga danfatau pengembangan ifmu pengetahuan dalam batas
yang diperlukan. '

(3) Pengelola warung intemet (wamnet) harus menata sedefhikian rupa

komputermnya agar para penoguna tidak mengakses S(tUS-SftuS~m

pomo di internet.

Bagian Kelima
Pencegahan Judi
Pasal 9
Setiap orang, pribadi maupun kelompok yang mengetahul terjadinya-
tindak pidana perjudian wajib melaporkan kepihak yang berwenang
dalam hal ini Kepofisian Republik Indonesia.
Bagian Keenam
Pencegahan Minuman Beratkohol dan Narkoba
Dasat 19

Setiap orang wajib melaporkan kepada aparat berwenang dalam hal ini

Kepchisian Republik Indonesia épabﬂa melihat dan mengetahui

terjadinya praktek peredaran minumai. beratkohol, penyalahgunaan

narkotika, psikolropika dan zat aditif lainnya di ingkungannya.
BAB IV
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Pengawasah
Pasal 11

(1) Pejabat Pegawai Negeri S'rpi[ Daerain mempunyai tugas melakukan
pmyxdxkan atas pelanggaran Deraturan daerah:

{2y Calam peiaxsanzan tugas sebagalmaqa dxmaksua pada ayat’\l)
Pejabat Pega.vi Negen Sipil Daerah berada di bawah koordinast
dan pengawasarl Penyldxr( POLRI |

Bagxan K@dua
Pﬁmbmaan
Pasal 12

Pe;abat Pegawa( r\ag_n S‘pﬂ Daerah berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubemur



BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 13

{1) Selgin pejabat penyidik POLRI yang bertugas sebagai penyidik
tindak pidana, Pejabat Pegawsai Hegeri Sipil tertentu dilingkungan
pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
melzkukan tugas penyidikan atas pelanggaran terhadap peraturan
daerah ini, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2} Wewenang Pelabat Penyidik Pegyawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersama-sama dengan penyidik Polri
selaku keordinator pengawas adalah :

4. menerima laporan atac pengaduan dari sesecrang tentang

adanya pelanggaran;

o

- bersama-sama dengan penyidik Polri selsku Korwas melakukan
fndakan pertama pada saat @y o tempat kejadian yaity
melakukan pemeriksaan di tempat terjadinya pelanggaran ;

€. bersama-sama dengan penyidik Polri selaku Korwas menyuruh
oerhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal

diri tersangka dan memberikan surat bukti pelanggaran kepada

fersangka yang dibubuhi cap dan tanda tangan penyidik dan
tersangka jika terjadi pelanggaran dan dalam wakh: tiga hari
berkas perkara tersebut harus sudah dilimpahkan ke Pengadilan
Negeri  melalui penyidik  Poli  <elaku  Korwas dengan
tembusannya diberikan kepada kejaksaan;

d. melakukan penyitaan benda dan atau swral dan meminta
perselujuan  penyitaan kepada pengadilan negeri setempat
melatui penyidik Polri;

€. mengambil sidik jari dan memotret tersangka di tempat

terjadinya perkara;

10

sty

membual surat penghentian penyidikan seteiah mendapatkan
petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdzpat cukup bukti
alay peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran dan
selanjutnya melalui penvidik Polri memberitzhukan hal tersebut
kepada jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya serta
mengembalikan barang bukti yang disita kepada dari mana
barang tersebut disita;

g. penangkapan dan penahanan henva dapat diakukan oleh

penyidik Polri.
2\ ; ~ ey - IR SO JE S Sen . -
(25 Penyidik scbogaimana dimaksud dalam ayat {1} mempunya

wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang meniadi dasar
hukumaya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada
di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara
Republik indonesia.
{4) Penyidikan atas Tindak Pidana perjudian dan Narkobs dilakukan
oleh penvidik Polri.
BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6,

Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Gubamur ini diancam denann

pidana kurungan paling lama 6 {enam) bulan atau denda paling
banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiahy.
{2) Tindak pidena sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah

pelanaggaran.



BAB VIi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Dasrsh

Provinsi Gorontalg.,

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Agustus 2005

GUBERNUR GORONTALG,
tidfcap

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 16 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH PROVINST GORONT, ALO,
ted/cap
IDRIS RAHIM

SERITA DAFRAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2006 NOMOR 3
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